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ABSTRAKSI 

Nama  : Muhammad Subhan Karantu 

NIM  : 201710110311400 

Judul  : STUDI KOMPARASI INDONESIA DAN MALAYSIA  

   TERKAIT PROSEDUR MEDIASI SECARA ELEKTRONIK   

   DI PENGADILAN 

Pembimbing : Sofyan Arif, S.H., M.Kn 

    Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H 

 

 Skripsi ini membahas mengenai Mediasi secara Elektronik berdasarkan 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 yang mana Mediasi merupakan 

salah satu proses penyelesaian sengketa yang harus dilakukan sebelum tahap 

pembacaan gugatan dalam peradilan perdata. Mediasi menjunjung tinggi 

pelaksanaan yang sukarela, rahasia, efektif, aman, dan akses terjangkau. Pada 

skripsi ini, pembahasan dibagi menjadi tiga. Pertama, pembahasan mengenai 

perkembangan Mediasi di Indonesia dan pengaturannya. Kedua, mengenai Mediasi 

secara Elektronik yang diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dan 

perbandingannya dengan Mediasi secara Elektronik yang dilakukan Malaysia. 

Ketiga, pembahasan mengenai prinsip-prinsip dari Mediasi yang harus dipenuhi 

oleh Pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, di mana 

data penelitian berasal dari studi kepustakaan dan undang-undang terkait. Hasil 

penelitian ini menyatakan bahwa proses Mediasi mengalami perkembangan di 

Indonesia, baik secara prosedurnya maupun pelaksanaannya sampai pada 

perkembangan menjadi Mediasi secara Elektronik. Dalam perbandingan dengan 

negara Malaysia yang terlebih dahulu melakukan Mediasi secara Elektronik, 

Pengadilan di Indonesia masih tertinggal jauh dalam pelaksanaanya. PERMA 

Nomor 3 Tahun 2022 sudah mengatur mengenai prinsip-prinsip yang harus 

diterapkan, tetapi belum ada aturan yang mengatur secara khusus mengenai teknis 

yang harus dipersiapkan oleh Para Pihak maupun Pengadilan. 

 

Kata Kunci : Mediasi, Prinsip Kerahasiaan, Mediasi secara Elektronik 
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ABSTRACTION 

 

Name  : Muhammad Subhan Karantu 

NIM  : 201710110311400 

Title  : COMPARATIVE STUDY IN INDONESIA AND MALAYSIA  

     REGARDING ELECTRONIC MEDIATION PROCEDURES  

      IN COURTS 

Adviser : Sofyan Arif, S.H., M.Kn 

    Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H 

 

 This thesis discusses Electronic Mediation based on Supreme Court 

Regulation Number 3 of 2022, where Mediation is one of the dispute resolution 

processes that must be carried out before the lawsuit reading stage in civil court. 

Mediation upholds voluntary, confidential, effective, safe and affordable access. 

In this thesis, the discussion is divided into three. First, a discussion of the 

development of Mediation in Indonesia and its regulations. Second, regarding 

Electronic Mediation as regulated in PERMA Number 3 of 2022 and its 

comparison with Electronic Mediation carried out in Malaysia. Third, discussion 

of the principles of Mediation that must be fulfilled by the Court. This research 

uses a juridical-normative method, where research data comes from literature 

studies and related laws. The results of this research state that the Mediation 

process is experiencing development in Indonesia, both in terms of procedures 

and implementation, leading to the development of Electronic Mediation. In 

comparison with Malaysia, which first implemented electronic mediation, courts 

in Indonesia are still far behind in its implementation. PERMA Number 3 of 2022 

already regulates the principles that must be applied, but there are no rules that 

specifically regulate the technicalities that must be prepared by the Parties or the 

Court. 

 

Keywords: Mediation, Principle of Confidentiality, Electronic Mediation 
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DAFTAR TABEL 

Tabel 1 ： 

 Mediasi Di Malaysia Mediasi di Indonesia 

berdasarkan PERMA No. 

1 Tahun 2016 dan PERMA 

No. 3 Tahun 2022 

Penawaran 

Untuk 

Melakukan 

Mediasi 

Dalam setiap beracara tahap 

litigasi. 

Dalam setiap tahap beracara 

litigasi, tetapi diwajibkan 

untuk dilaksanakan setelah 

Hari Sidang Pertama. 

Mediator Mediator terdiri dari mediator 

hakim dan non hakim 

Mediator terdiri dari 

mediator hakim dan non 

hakim 

Kesepakatan 

Perdamaian 

Ditentukan oleh Para Pihak. Ditentukan oleh Para Pihak. 

Jangka Waktu Dibatasi dalam jangka waktu 1 

bulan. 

Dibatasi dalam jangka waktu 

30 hari kerja dengan 

tambahan waktu 30 hari 

kerja berikutnya. 

Sertifikat 

Mediator 

Mengenal Mediator nonhakim 

sehingga diperlukan adanya 

Sertifikat Mediator untuk 

Mediator nonhakim. Dalam hal 

Mengenal Mediator 

nonhakim sehingga 

diperlukan adanya Sertifikat 

Mediator untuk Mediator 
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hakim yang bertugas di 

Pengadilan dapat menjadi 

Mediator tanpa memiliki 

Sertifikat Mediator. 

nonhakim. Dalam hal hakim 

yang bertugas di Pengadilan 

dapat menjadi Mediator 

tanpa memiliki Sertifikat 

Mediator. 

Biaya Tidak dikenakan biaya jasa 

Mediator apabila Mediatornya 

adalah hakim di Pengadilan. 

Tidak dikenakan biaya jasa 

Mediator apabila 

Mediatornya adalah hakim 

di Pengadilan. 

Dasar 

Pelaksanaan 

Mediasi 

Itikad baik Para Pihak. Itikad baik Para Pihak. 
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Tabel 2 ： 

 Mediasi Di Malaysia Mediasi di Indonesia 

berdasarkan PERMA No. 

1 Tahun 2016 dan PERMA 

No. 3 Tahun 2022 

Pengajuan Gugatan Pada prinsipnya, dalam 

Mediasi di Malaysia tidak 

perlu ada pengajuan gugatan 

terlebih dahulu. Para Pihak 

dapat mendaftarkan perkara 

untuk dilakukan Mediasi. 

Perlu adanya pengajuan 

gugatan terlebih dahulu 

apabila Mediasi dilakukan di 

Pengadilan. Penggugat 

terlebih dahulu 

mendaftarkan gugatannya ke 

Pengadilan. 

Kaukus Wajib untuk melakukan 

Kaukus. 

Tidak ada kewajiban. 

Platform untuk 

Melaksanakan Mediasi 

secara Elektronik 

Skype for Business. Tidak ditentukan. 

Kegagalan Mediasi Perkara bisa diajukan 

gugatannya ke Pengadilan 

atau dilanjutkan pada proses 

Pengadilan atau dilakukan 

arbitrase. 

Perkara dilanjutkan ke 

proses persidangan 

selanjutnya, yakni 

pembacaan gugatan. 
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Prosedur Mediasi 

Elektronik 

Diatur, mulai dari pengisian 

formulir sampai dengan 

penandatanganan 

Kesepakatan Perdamaian. 

Tidak diatur, disamakan 

dengan Mediasi secara tatap 

muka. 
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